SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISAS]I DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR EALIMANTAN UTARA,

Menimbang . a bahwa dalam rangka implementasi Pasal 12 aval (1) dan (2]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dipandang perly melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah;

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun
2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil evaluasi belum
mengakomodir selurub fungsi-fungsi yang menjadl urusan
Sekretariat Daerah, agar pelaksanaan roda pemerintaban
dapat berjalan secara optimal;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf & dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kegja Sekretarial
Daerah Provinsi Kalimantan Utara,

Mengingat - 1. Pasal |B Ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3  Undang-Undang MNomar 0Ol Tahun 2004  Tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335

4. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesin Tahun 2004
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor @437
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
549, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



Menetapkan

11.
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13.

2

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran MNegara Republilk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5233);

Undang-Undang Nomoer 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Fegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4014);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dserah (Lembaran MNegara Republilk
Indonesia Tahun 2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Lembaran Negara Normaor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer 89, Tambahan Lembaran MNegara
MNomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

FERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :

i,

bl

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara,
. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagal unsur

penvelengpara pemerintahan daerah,

4, Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penvelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Kalimantan fara.

. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daecrab Provinsi kalimantan Utara yang

selanjutnya disingkat Setda.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara

selanjutnya disingkat Sekda.

. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam

susunan organisasi vang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang dalam Satuan Organisasi vang dalam pelaksanaan fungsinya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan,

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

{1) Setda adalah unsur staf Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur.

(2] Setda dipimpin oleh seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.
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Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Sekda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekda
mempunyvai fungsi :

a. pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan deerah sesuai rencana
pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi;
b, penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

¢, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
e. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Gubernur sesual dengan bidang
LUgasTya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1]  Susunan Organisasi Setda, terdiri atas
a, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten [);
b, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten I);
¢, Asisten Administrasi Umum [Asisten II};

(2] Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada avat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Asisten yang dalam melaksanakan tugasnva berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah,

Bagian Kelima
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |[Asisten [)

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten [| mempunyal tugas
pokok merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan
sorta pengendalian dibidang Pemerintahan Umum, Hukum dan Organisasi serta
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
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Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbapgaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten [) mempunyvad fingsi |

a. perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah dibidang pemerintahan umum,
hukum dan perundang-undangan, organisasi, Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasvarakatan.

b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
dibidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan,
organisasi, Kesejahteraan Ralkyat dan Kemasyvarakatan.

. pembinaan penyelenggaraan administrasi dibidang pemerintahan umum,
hukum dan perundang-undangan, Organisasi dan Kesejahteraan Rakyat.

d. pengendalian  pelaksanaan kebijakan pemerintah  daerah dibidang
pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, Organisasi,
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 8

[1} Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten [], tendiri atas ;
a. Biro Pemerintahan Umum;
b. Biro Hukum dan Organisasi.
c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

(2] Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Biro vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra (Asisten [).

Paragraf 1
Biro Pemerintahan Umum
Pasal 9

Bire Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan,
koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian teknis
dibidang otonomi daerah, penataan daerah dan pertanahan, administrasi
pemerintahan umum, dan kependudukan.

Paszal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Biro
Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum sesuai dengan
rencana strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
dibidang administrasi pejabat Negara dan Legislatif;
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€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
dibidang penataan dan pengembangan wilayah serta pertanahan:

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian  teknig
dibidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan dana tata usaha biro;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian  teknis
dibidang pendaftaran penduduk, pengolahan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

[. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang
tugasnva.

Pasal 11

(1) Biro Pemerintahan Umum, membawahkan ;

a.  Bagian Otonomi Daerah -
1. Sub Bagian Administrasi Pejabat Negara dan Legislatif:
2. Bub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

b.  Bagian Penataan Daerah dan Fertanahan
1. Bub Bagian Penataan dan Pengembangan Wilavah;
2. 3ub Bagian Pertanahan:

€.  Bagian Administrasi Umum :
l. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
2. Sub Bagian Tata Usaha Biro:

d.  Bagian Kependudukan -
l. Sub Bagian Pendaftaran dan Pengolahan Informasi Adm

Kependudukan;

2. Sub Bagian Pencatatan Sipil;

(2} Bagian-Bagian sebagaimana dimalsaud pada avat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian vang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pemerintahan Umum,

(3} Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yvang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 12

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan,
koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian telnis di
bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,
pembinaan dan pengawasan produlk hukum, ketatausahaan dan dokumentasi
serta kelembagaan dan analisa jabatan, ketatalaksanaan, dan pengembangan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Biro Hukum dan Organisasi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang hukum, organisasi, pendayagunaan
aparatur, perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
hidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi
maniusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum, ketatausahaan dan
dokumentasi

¢, perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja [nstansi
Pemerintahan ;

d. perumusan, perencanaarn, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Analisa dan Formasi Jabatan dan Analisis Kebijakan paratur;

B, PETUMUSAN, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Tata Usaha Biro;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 14

(1) Biro Hukum dan Organisasi, yang membawahkan :
a. Bagian Hukum dan HAM :
1. Sub Bagian Perundang-undangan
2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
3. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
4. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Tata Usaha Biro
b. Bagian Organisasi :
1. Sub Bapgian Kelembagaan
Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
Sub Bagian Ketatalaksanaan

aow N

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

{3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian,
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Paragraf 3
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Pasal 15

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas
pokok merumuskan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan
serta pengendalian teknis di bidang keagamaan, tata usaha biro, kesejahteraan
dan penanggulangan narkoba, sosial dan pemukiman, tenaga kerja dan
transmigrasi, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan KB serta kelembagaan kemasyarakatan.

Pasal 16
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Biro mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan dan
kemasyarakatan sesuai dengan rencana strategis vang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

b. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pembinaan keagamaan, pendidikan agama dan sarana keagamaan
serta tata usaha biro;

€. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang keschatan dan penanggulangan narkoba, sosial, pemukiman, tenaga
kerja dan transmigrasi;

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kelembagaan kemasyarakatan,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB serta;

e. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
fugasnva.

Pasal 17
(1) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, yang
membawahkan !
a. Bagian Keagamaan :
1. Sub Bagian Bina Keagamaan, Pendidikan Agama dan Sarana
Keagamaan;
2. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Bagian Kesejahteraan :
1. 3ub Bagian Kesehatan dan Penanggulangan Narkoba;
2. Sub Bagian Sosial, Pemukiman, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. Bagian Kemasyarakatan :

1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kelembagaan
HKemasyaralkatan;
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2. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan KB;

{2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnva berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan,

{3] Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] masing-masing
dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)

Pasal 18

Asgisten Perekonomian dan Pembangunan [Asisten II) mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta
pengendalian di bidang Perekonomian, Pembangunan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 18,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 1} mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Layanan Pengadaaan;

b. pengkoordinasian Perencanaan, Pembinaan, Keordinasi dan Pengendalian di
Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Layanan Pengadaan;

¢. pembinaan Penyelenggaraan Administrasi di Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Layanan Pengadaan;

d. pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang
Perekonomian, Pembangunan dan Layanan Pengadaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Bidang
tugasnya.

Pasal 20

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan [Asisten 1), terdiri atas :
a. Biro Perekonomian dan Pembangunan;

b. Biro Layanan Pengadaan.

{2) Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada avat (1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Biro yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asisten [T ).
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Paragraf 1
Biro Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 21

Biro Perckonomian dan Pembangunan mempunvai tugas pokok merumuskan
kebijakan, koordinasi pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian
teknis dibidang Pembangunan dan Kerjasama, Layvanan Pengadaan Secara
Elektronik, sarana Perekonomian, Sumber Dava Alam, Promosi Daerah, serta
Pariwizata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
Birg Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a.

b.

perumusan Kebijakan teknis dibidang Perekonomian sesusi dengan Rencana
Strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

perumusan, Perencanaan, Pembinaan, Koordinasi dan Pengendalian Telmis
dibidang Pembangunan dan Kerjasama,

perumusan, Perencanaan, pembinaan, keordinasi dan pengendalian teknis
dibidang registrasi dan wverifikasi, lavanan pengguna serta informasi dan
teknolog,

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
dibidang pengembangan usaha, BUMD dan lembaga keuangan, sumber daya
alam dan tata usaha biro;

perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
dibidang investasi, potensi daerah dan penanaman modal, pengembangan
pariwisata, seni dan budaya serta pemasaran dan ekonomi kreatif;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Pasal 23

(1} Biro Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

a. Bagian Program Pembangunan dan Kerjasama :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. 5ub Bagian Pengendalian;
3. Sub Bapian Kerjasama,
b. Bagian Layvanan Pengadaan Secara Elektronik :
1. Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi;
2. Sub Bagian Layanan Pengguna;
3. Sub Bagian Infromasi dan Teknologi,
¢. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam:
1. Sub Bagian Pengembangan Usaha, BUMD dan Lembaga Keuangan;
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2. Sub Bagian Sumber daya alam;
3. Sub Pagian tata usaha biro,

d. Bagan Promosi Daerah dan Parmwisata !
1. Sub Bagian [nvestasl, Potensi Daerah dan Penanam Modal,
2. Sub Bagian Pengembangan Fariwisata, Seni dan Budava;
3. Sub Bagian Pemasaran dan Ekonomi Kreatif

(2] Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada avat (1) masing-masing dipimpin
oleh scorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnyva berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Perekonomian dan Sumber
Diava Alam

(3] Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan tugasnyva
berada di hawah dan bertangeung jawahb kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Bire Layanan Pengadaan

Pasal 24

Biro Layanan Pengadaan mempunyai lugas pokok merumuskan  kebijakan,
koordinast pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian  teknis
dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi, konstruksi dan jasa lainnya
serta kesekretariatan.

Pasal 25
Untuk menvelenggarakan lugas pokok sebagaimana dimakswd dalam Pasal 24,
Bito Layatar Penpadasn mempunyai fungsi .

a perumusan kebyjakan reknis didang somal sesuai dengan rencana strategis
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. perumusan. perencanadan, pembinaan, koordinesi dan pengendalian teknis
ditidang pengadaan barang dan jasa konsultansi;

©. perumusan, perencanaan, pembinaan, kootdinasl dan pengendalian teknis
dibidang konstruksi dan jasa lainnva;

dd, perumusan, perencanaan, pembinasm, lwoordinasi denm pengendalian teknis
dibidang kesekretariatan

e. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
tugasnya

Pasal 26

(1] Biro Layanan Pengadaan, yang membawahkan
a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya !
1. Sub Bagian Pengadaan Barmng,



2. Bub Bagian .Jasa Lainnya;
b, Bagian Kontriks dan dasa Konsaltanst:
I. Sub Bapian Kontruksi;
2. Sub Bagian Jasa konsultansi;
e, Bagian Kesekretariatan :
1. Sub Bagian Perencanaan, Konsultas: Hukum dan Sanggah;
2. Bub Bagian Keuangan dan Pelaporan,
3. Sub Bagian Edukasi dan Sertifikas:,

(2] Bagian-Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin

olch scorang Kepala Baglan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Biro Biro Layanan Pengadlaan,

i3] Bub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) masingmasing

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Baglan vang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketujuh
Asisten Administrasi Umum [Asisten [II)

Pasal 27

Asisten Administrasi Umum (Asisten [ll) mempunvai togas pokok merumushkan
kebijakarn, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian
dibidang kepegawaian, kenangan dan aset, umum dan humas.

Pasal 28

Untuk menvelenggarakan tupgas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
Asisten Administrasi Umum (Asisten ) mempunyai fungsi :

B

T

perumusan kebijakan pemerintahan daesrah dibidang kepegawaian, keuangan
dan asct. umum dan humas;

pengkoordinasian  perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian
dibidang kepegawaian, kevuangan dan asel, umum dan humas,

. pembinaan penvelenggaraan admimstras) dibdang kepepawaian, keuangan

dan asel, umum dan humas;

. pengendalian pelaksanaan kebpakan Pemerintah  Daerah  dibidang

kepegawman, keuangan dan aset, umum dan humas;

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan eleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnva.
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Pasal 29

(1] Asisten Administrasi Umum (Asisten 1), lerdin atas
a. Biro Repegawaian dan Diklal;
b. Bire Kéuangan dan Asct;

¢. Bro Umum dan Humas

(2] Biro-Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipmpin aleh
gearang Kepala Bire yvang dalam melaksanakan tugasnyva herada di bawah
dan herangguing jawab kepada Asisten Administras Umum (Asisten 107).

1
Biro Kepegawaian dan Diklat

Pasal 30

Bire Kepepawaian dan Diklal mempunyal tupas pokok merumuskan kebijakan,
koordinasi pembinaan dan pembenan bimbingan scrta pengendalian tekms
mutasi; pengembangan dan pembinaan pegawal, dokumentasi dan informasi,
serta Diklat Pegawal.

Pasal 31

Untuk menvelengearakan lugas pokok sebapaimana dimaksud dalam Pasal 30,
Bire Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi :

@, perumusan kcbijakan teknis dibidang kepegawaian dacrah scsuai dengan
reneana strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

k. pemberian dukungan atag perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;

o, perumusan, perencanaan, pemmbinasn, keorminasi dan pengendalian teknis
dibidang mutasi;

f. perumusan, percncanaan, pembinasn, koordinasi dan pengendalian toknis
dibidang pengembangan dan pembinaan pegawai,

€. perumusan, perencanaan, pembinaan; keoordinast dan pengendalian ekms
dibidang dokumentasi dan informasi;

. perumusan, perencandan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian telenis
dibidang Diklar Pepawai;

g pelaksanaan lugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang
lugasnva

Pasal 32

(1] Biro Kepegawaian dan Diklat, membawahlkan :
a. Bagian Mutasi :
1. 3Bub Bagian Pengadaan Pegawai
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2 Bub Bagian Mulasi dan Pensiun;
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro,
b. Bagian Pengembangan dan Pembinaai;
1. Bub Bagman Pengembangan Kanr Pegawai;
2. Sub Bagian Kedudukan Hukum Pegawal;
3 Sub Bagman Penungkatan Kualitas dan Kesecjahteraan Pegawai;
e. Bagian Dokumentasi dan [nformasi
. Sub Bagian Dokumentas) dan Pengolahan Dawm Kepegawaian;
2. Bub Bagian Informasi Kepegawaian,
d. Bagan Diklar Pegawal ;
1, Sub Bagian Diklal Penjejangan;
2. Sub Bagian Diklat Teknis dan Fungsional.

{2) Bagian-Bagian sebagaimand dimaksud pada ayal (1] masing-masing dipimpin
oich scorang Kepala Bagian vang dalam melaksanakan tugasnva berada di
bawah dan bertanggung jawab kepads Kepala Biro Kepegawaian

(3} Sub Bagian-Sub Bagiafi sebagaimana dimaksud pada ayatl | 1) masing-masing
dipiinpin oleh seorang Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan tugasnva
berpda di bawah dan berranggung jawab kepada Kepals Bagan.

Paragraf 2
Biro Keuangan dan Aset

Pasal 33

Biro kKeusngan daon  Aset mempunysn tugas pokok merumusken kebpakan,
koordinasl pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalisn eknis di
bidang Anggaran, Bina Administras] Keuangen, Porbondaharaan dan Kas Daermah,
Adcuntansi dan Asel

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tagas pokok sebagmmana dimaksud dalam Pasal 33,
Biro Keuangan mempunyal fungs] -

a. perumusan kebjakan teknis dibidang keuangan scsual dengan  rencana
sirstepls vang telah ditctapkan oleh Pemerimtah Dacmab;

I perimusen, perencanaan, pembingan, koordinasi dan penpgendalisn teknis di
hidang angearan dan bina administras] kevangan;

€. perumisan, percncanaan, pembinasn, koordinasi dan pengendalian telenis d|
hidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

fl. perumusan, perencanaan, pembinaan, keordinasi dan pengendalion tekmis di
bidang Akuntansi;
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€. pertmusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang Aset;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh amasan sesum demgan bidang
Tugasnya.

Pasal 35

(1) Biro Keuangan dan Aset, yang membawahlkan -
a. Bagian Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan °
. Sub Bagian Anggaran;
2. Sub Bagiat Bina Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah;
3. Sub Bagian Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Baman Perbendaharaan dan Kas Daerah
l. Sub Baman Perbendaharaan;
2. Bub Bagian Pengelolaan Kas Daerah;
3. Sub Bagian Taiata Usaha Biro;
¢, Bagian AKutanst
1. Sub Bagian Akuntans Belama dan Pendapartan;
2. 3ub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah;
d Baman Aset :
1. Bub Bagian Pendataan, Penilaian dan Perawatan Aset,
2. Sub Bagian Pemanfatan dan Pengendalian Aset:

2] Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Bagian yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Keuangan dan Aset.

13) Sub Baglan-Sub Bagian schapaimana dimaksud pada ayvat (1) masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Paragraf 3
Biro Umum dan Humas

Pasal 36

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyal tugas pokok merumuskan kebijakan,
koordinas| pembinaan dan pemberian himbhingan serta pengendalian teknis
dibidang Umum dan rumah tangga, keuangan sekretariat, perlengkapan, humas
dan protokol dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
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Pasal 37

Untuk menyclenpgarakan tugas pokok schapaimans dimaksud dalam Pasal 36,
Biro Umum dan Humas mempunyai fungsi @
perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan perlengkapan sesual dengan
rencana strategis vang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

i,

I3,

perumusan, perencanasn, pembinadn, koordinas
dibidang umum dan rumah langes:

PUTUIMUSAN, perencanaan, pembmaan, koordinas
ihbidang Keuangan Sckretanat dacrah,

peramusan, perencandan, pembinaan, keordinasi
dibidang perlengkapan;

. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi

dibidang Humas dan protokel;

perumusan, perencansan, pembinaan, koordinasi
dibidang perpustakaan dan arsip;

dun pengendalian
dan pengendalian
dan pengendalian
dan pengendalian

dan penpendalian

teknis

toknis

teknis

teknis

tekemis

Pelaksanaan tupas lain yvang diberikan oleh atasan sesual dengan hidang

tugasmy:.

Pasal 38

(1} Riro Umuim dan Humas vang membawahkan

A. Bagian Umum dan Bumah Tangga ¢

1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;

2. Bub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
b. Bagian Keusngan Setda @

I. Sub Bagan Anggaran;

2. Bub Bagian Perbendaharaan;

4. Sub Bagian Akuntansi;

c. Bagian Perlengkapan :

1, Bub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;

2. Bub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharast,
d. Bagian Humas dan Protokol :

I. 5ub Bagan Informasi, Publikssi dan Dekumentasi;

2. Bub Bagian Acara, Upacara dan Tamu Pimpinan;

3. Sub Bagian Protokol dan Administrasi Perjalanan;

4. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
e. Bagian kepustakaan dan Kearsipan:

| Sub Bagian kepustakaan;

2. Sub Bagian Kearsipan,
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I. Baman Penphubung Pemorintah Daerah Provinsi:
l. Sub Bagian Penghubung Jakarta;
2. Sub Bagian Penghubung Balikpapan:
3, 3ub Baglan Penghubung Tarakan;

Bagian-Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1] masmg-mesing dipiogin
oleh seorang kepals Bagian yang dalam melaksanakan {ugasnys berade o
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Perlenghapan,

Sub Bagian-Sub Bagian dimaksud pada avat [1) masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

BAB 111
HELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok Jebatan Fungsional mempunyai togas melaksanakan schagian
tugas Pemerintah Dacrah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimens dimaksud pada ayat (1), terdin
ams sejumlah tenaga, dalam jemjang fungsional yang terbagm dalam  berbagal
ketlompak sesuai dengan bidang keahliannya

Setiap kelompaok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dianghkal
oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah,
Jenis, jenjang dan jumlah Jabalan FPungsional ditetapkan oleh Gubermur

berdasarkan kebutuhan, kemampuen dan beban kerja, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
HKEPEGAWAIAN

Pasal 40

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden RI atas usul
Chubernur,

Asisten Sekretaris Daersh dan Kepala Biro, diangkat dan diberhentilkan oleh
Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syaral atas usul
Sohkretaris Daerah,

Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, diangkar dan diberhentikan oleh
Gubernur dan/atau dapat diangkat dan diberhentikan aleh Sekretaris
Daerah dari Pegawai Negerni Sipil yang memenuhi syaral atas dasar
pelimpahan kewenangan dari Gubermuar.

Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan

sesual dengan ketentuan dan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.
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BABV
ESELON ORGANISAS] SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 41

Sckretans Daerah adalah Jabatan Eselon |.b;

Asistan Selaetanis Daerah adalah Jabatan Eselon [l a:
Kepala Biro adalah Jabaran Eselon L&

Kepala Bagian adalah Jabalan FBaelon Mla;

Kepala Sub Bagian adalab Jabatan Eselon IV .a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 42

Palam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sckretans Daerah, Asisten
Sekretaris Daecral, Kepala Birmo, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasl dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
ANIAr saruan unr organtsas) lainnya, Pemerintah Provins! serta mastanst lain i
luar Pemerintah  Provinsi sesual  dengan  tuges pokeok den  fungsinya
masingmasing,.

Setiap Fimpinan Satuan Orgamsas) wajib bertangpung jawab memimpin dan

mengkoeordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbimgan
dan petumjuk bag pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggung jawab pada atasannys masing-masing serte. menyampaikan
laparan berkala tepat wakiu

Setiap laporan vang disikan oleh Pompman Satuan Orgamsasi  dan
bawahannya wagib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun
laporan lebih lanjut dan petunjilk bagi pelalksanaan tugas bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan
laporan wajib dizampaikan pula kepada Kepala Satuan Crganisasi lain vang
secara fungsional mempunyal hubungan kerja

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretarial Daerah wajib
melaksanakan penpgawasan melekat

Pasal 43

Dalam hal Gubernur/Wakil Gubermnur berhalangan, Sekretaris Daerah
melakukan tugas-tugas Qubernur sesuaj dengan  peraturan  perundang-
undangan yang herlaku

Dalam hal Sekretans Daerah berhalangan, tugas-tugas para Asisten bemds
dalam koordinasi searang Asisten yang ditunjuk oleh Gubernur dengan
memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatarn,
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{31 Dalam hal Asisten berhalangan, tuges-tugas para Biro berada dalam
koordinasi seorang Kepala Biro yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan pembidangan Asisten dengan memperhatikan senioritas dalam daftar
urut leepangkatan.

Pasal 44

Atas dasar pertmbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing peiabat
dalam lingkungan Sekretanat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentil
keparda pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya vang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dacrah Provinsi Kalimantan
Utara.

BAEB VIIl
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 46

(1] Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat ditinjau dan
dlevaluasi kemball vanp disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan
vang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan,
kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja

(2] Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural Sekretariar
Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Guberniur,

(3) Pola mekanisme hubungan kerja Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

(4| Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan CQubernur ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

(5) Pada saal mulal berlaku Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai difetapkan pejabat yang baru berdasarkan
peraturan Gubernur ini

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

{1} Dengan Ditctapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Frovinsi
Kalimantsn Utara Tahun 2013 Nomor 01), dinyatakan dicabut dan tidak
herlaln lag.
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{2) Bagan BSusunan Organisasi Setds adalah  sebagaimens  lersebul  dalam
lampiran peraturan Gubernur mi.

Pasal 48
Persturan Gubernur ind mulan berlaku pada tangeal diundangkan,
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubormur i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provins! Ealimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pads mngeal 10 Mare1 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALI UTARA,

ttd

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP, 19500617 198501 1 001
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PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINST KALIMANTAN UTARA

NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS] KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah merupakan kebutuhan dalam upayva mewujudkan pemerintahanyang baik
(pood governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintahdaerah antara lain
hidang organisasi perangkat daerah yang diarahkanuntuk terciptanya organisasi
yang efisien, efektl, rasional dan proporsional sesual dengan kebutuhan dan
kemampuan dacrah masing-masing serla adanya  koordinasi, integrasi,
ginkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan
daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerab yvang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen
terdiri dari unsur pimpinan, unsur stal, unsur pengawas, UNsur perencana,
unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan,

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang
meliputi sasaran tugas vang harus divujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas
wilayah kerja dan kondisi geogralis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
daerah yang bertalian dengan urisan yang akan ditangani, sarana dan prasaran
penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah
disecsuaikan dengan kebutuhan dacrah.

Dasar utama penyvusunan perangkal  daerabh dalam bentuk  suat
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yvang menjadi kewenangan
daerah, vang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam
organisast lersendin,

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
antar dacrah dan antar scktor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan
tasat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, vang  dilaksanalan
melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi,
pelatihan serta kerjasama.

Penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007, schingga dalam pembentukan Perangkal Daerah vang ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur ini, sudah menctapkan dan mengaiur tentang nama
atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkatl
daerah [sekretariat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan).

Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sckretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas unsur
stal hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan  kebijakan,
koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerahmulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan seria
pelayanan admimistratif,
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Dalam penataan satuan kerja peranglkat daerah diljngkungan. Pemerinta.h
Provinsi Kalimantan Utara telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara
| lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi

pendukung secara tegas, efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja
yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal §
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas



Pasal 16
Cukup jelas
Paszal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pagal 19
Cukup jelas
Pasgal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Paszal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

23
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Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cuktup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pa=al 39
Cukup jelas
Pagal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
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